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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.TDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pandan yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  menjatuhkan  putusan

sebagaimana  tersebut  di  bawah  ini  dalam  perkara  Cerai  Gugat kumulasi

Nafkah, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak antara:

PENGGUGAT,  umur  26  tahun,  agama Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan

xxxxxxx  xxxxx  xxxxx,  tempat  kediaman di

KABUPATEN  BELITUNG  TIMUR;,  sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun,  agama Islam,  pendidikan SLTA,  pekerjaan

xxxxx  xxxxxx  xxxxx,  tempat  kediaman  di

KABUPATEN BELITUNG (RUMAH IBU BAIDURI);,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal  18 April  2024

yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama Tanjung  Pandan  dengan

Register  perkara  Nomor  258/Pdt.G/2024/PA.TDN  hari  itu  juga,  telah

mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  telah  melangsungkan  pernikahan  dengan  Tergugat

pada tanggal 06 Juli 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx,  Kabupaten Belitung  Timur  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:
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0068/02/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018;
2. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  rukun

sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan

dan keduanya terakhir bertempat tinggal di  xxxxx xxxxxx, RT.007 RW.-,

xxxx  xxxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxx  xxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxx  xxxxx

selama 4 (empat) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai seorang anak yang 

bernama:
3.1 ALVINO  DAFFA  MUWAFFAQ,  NIK:  1906042711180001,

Tempat/Tanggal  Lahir:  Belitung  Timur,  27  November  2018,

Pendidikan TK;
4. Bahwa kehidupan  rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah

dan terjadi  perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang

sulit didamaikan sejak Pertengahan Tahun 2022;
5. Bahwa sebab – sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut

adalah karena:
5.1 Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
5.2 Tergugat sering tidak jujur dalam masalah keuangan;
5.3 Tergugat sering bermain judi online;
5.4 Orang Tua dan Keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah 

tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
5.5 Tergugat kasar dalam segi perkataan;
5.6 Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras/beralkohol;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Awal

Tahun  2023  hingga  sekarang  selama 1  (satu)  tahun,  Penggugat  dan

Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal  karena  Tergugat  telah  pergi

meninggalkan tempat kediaman bersama, Dimana Penggugat bertempat

tinggal di  xxxxx xxxxxx, RT.007 RW.-, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxx  xxxxx  dan  Tergugat  bertempat  tinggal  di

xxxxx  xxxxxxxxx  xxxx  xxxxxx,  RT.007  RW.004,  xxxxxxxxx  xxxxxxx

xxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxx  xxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxx  (Rumah  Ibu

Baiduri);
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun,

maka  hak  dan  kewajiban  suami  isteri  tidak  terlaksana  sebagaimana

mestinya  karena  sejak  saat  itu  Tergugat  tidak  lagi  melaksanakan

kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa  Penggugat  telah  berupaya  mengatasi  masalah  rumah  tangga
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Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan

Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di  atas, maka Penggugat merasa

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan

lagi  karena  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  yang

berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun

lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa mengingat Tergugat terakhir bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx

dengan penghasilan per bulan kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat

juta  rupiah),  maka  jika  terjadi  perceraian  Penggugat  mohon  agar

Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah

Rp2.000.000,00  (dua  juta  rupiah) yang  harus  dibayarkan  sebelum

Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa  dari  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  yang  sudah

berlangsung  selama  4  (empat)  tahun,  Penggugat  memohon  agar

Tergugat  memberikan  mut’ah  berupa  uang  sejumlah  Rp2.000.000,00

(dua juta  rupiah)  yang harus dibayarkan sebelum Tergugat  mengambil

Akta Cerai;
12. Bahwa  selama  menikah  dengan  Penggugat,  Tergugat  tidak  lagi

memberikan nafkah lahir  berupa  uang sejak  Awal  Tahun 2023 sampai

dengan  saat  ini.  Oleh  karena  itu  Penggugat  memohon  agar  Tergugat

dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 1 (satu)

tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)  yang harus dibayarkan

sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah

iddah, mut’ah, dan Nafkah Terutang (Madliyah) Penggugat memohon agar

Majelis  Hakim  memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama

Tanjungpandan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai

dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan

Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan

rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon

agar ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
15. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya

pemeliharaan,  biaya  pendidikan  dan  kesehatan  sampai  dengan
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dewasa/mandiri  yang  ditaksir  per  bulan  sejumlah  Rp2.000.000,00  (dua

juta rupiah)  atau,  karena itu  Penggugat mohon agar Tergugat  dihukum

untuk memberikan nafkah anak tersebut perbulan yang diberikan Tergugat

sejak  amar  putusan  dijatuhkan  sampai  anak  tersebut  dewasa/mandiri

dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya
16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul  dalam

perkara ini;
Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon

kepada  Majelis  Hakim  untuk  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya  berbunyi

sebagai berikut: 

Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  shughra  Tergugat (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum

Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
3.1 Nafkah  selama  masa  iddah  sejumlah  Rp2.000.000,00  (dua  juta

rupiah);
3.2 Mut’ah berupa  uang  sejumlah

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3.3 Nafkah  Terutang  (Madliyah)  sejumlah

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk

menyerahkan  Akta  Cerai  di  Kepaniteraan  kepada  Tergugat  setelah

Tergugat memenuhi isi petitum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak

yang bernama:
5.1 ALVINO  DAFFA  MUWAFFAQ,  NIK:  1906042711180001,

Tempat/Tanggal Lahir: Belitung Timur, 27 November 2018, Pendidikan

TK;
dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi 

anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah)

anak sebagaimana tersebut pada petitum angka 5 (lima) di atas sejumlah

Rp2.000.000,00  (dua  juta  rupiah)  setiap  bulan  yang  diberikan  melalui

Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut
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dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di

luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider 

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aeqou et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat

telah datang sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat  telah  mengajukan  permohonan pencabutan  secara

lisan  perkara  Nomor  258/Pdt.G/2024/PA.TDN  hari  itu  juga  dengan  alasan

antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  rukun  kembali  membina  rumah

tangga;

Bahwa  Tergugat  juga  telah  menyatakan  bahwa  antara  Penggugat

dengan Tergugat telah rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa  Penggugat  mengajukan  kesimpulan  secara  lisan  bahwa

Penggugat mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Bahwa  untuk  meringkas  isi  putusan  ini,  maka  segala  sesuatu  yang

tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan

dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  Gugatan  Penggugat

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum

Islam,  lalu  Penggugat  mengajukan  Gugatan  cerai  terhadap  Tergugat,  oleh

karena  itu  berdasarkan Pasal  40  dan Pasal  63  ayat  (1)  Huruf  (a)  Undang-

undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  jo. Pasal  1  Huruf  (b)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  Pasal  49  Huruf  (a)  Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
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Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tanjung Pandan berwenang

memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mendalilkan  telah  melangsungkan

perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kelapa

Kampit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan

alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin

lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f)

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka

Penggugat memiliki kedudukan hukum (legitima persona standi in judicio) untuk

mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menyatakan

bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  rukun  kembali  sebagaimana

layaknya suami isteri dan Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut

gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat tidaklah hal

yang  bertentangan  dengan  undang-undang,  moral  dan  prinsip  umum

masyarakat beradab, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  permohonan  pencabutan  gugatan  Penggugat

dilakukan  sebelum  pembacaan  gugatan  Penggugat,  yang  mana  ketentuan

Pasal  271  Rv.  menghendaki  pencabutan  yang  dilakukan  sebelum  tahap

jawaban Tergugat, tidak perlu persetujuan pihak lawan dalam hal ini Tergugat

terhadap  pencabutan  oleh  Penggugat,  maka  in  casu tidak  diperlukan

persetujuan pencabutan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di  atas, maka

pencabutan  perkara  Nomor  258/Pdt.G/2024/PA.TDN  hari  itu  juga,  dapat

dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  mengabulkan  permohonan

pencabutan perkara Penggugat, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk

menyatakan terhadap pemeriksaan perkara a quo telah selesai karena dicabut;
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Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  mengenai  pencabutan

perkara  sehingga  guna  tertib  administrasi  perkara,  Majelis  Hakim  menilai

Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pandan perlu  mencatatkan pencabutan

perkara ini dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  Ayat  (1)  Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009,  oleh  karena  perkara  ini  mengenai

sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku

yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohon Penggugat untuk mencabut perkara;

2. Menyatakan  perkara  nomor  258/Pdt.G/2024/PA.  TDN  selesai  karena

dicabut;

3. Menetapkan  biaya  perkara  ini  kepada  Penggugat  sejumlah

Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  pertimbangan  putusan  Hakim  Tunggal

Pengadilan  Agama  Tanjungpandan  pada  hari  Senin  tanggal  13  Masehi

bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqa’dah 1445 Hijriah oleh  JUSRAN IPANDI,

S.H.I.,  M.H. sebagai  Hakim  Tunggal,  sebagaimana  surat  Ketua  Mahkamah

Agung  Republik  Indonesia  Nomor  60/KMA/HK.05/4/2020  tentang  izin  Hakim

Tunggal  bagi  Pengadilan Agama Tanjungpandan, putusan  tersebut  diucapkan

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan

didampingi  oleh  MEIVIDIAN  PRIANTO,  S.H. sebagai  Panitera  Pengganti,

dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,
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JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

MEIVIDIAN PRIANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 85.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 275.000,00

4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)
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